
Dana GCF Peluang Pengakuan dan Penguatan Hak Masyarakat Adat dalam Mencapai 
Komitmen Iklim 
 
[Jakarta, 30 Agustus 2020] Yayasan Madani Berkelanjutan mengapresiasi disetujuinya proposal 
pendanaan yang diajukan pemerintah Indonesia ke Green Climate Fund (GCF) dalam rangka 
pembayaran kinerja penurunan emisi dari pengurangan deforestasi dan degradasi (REDD+). Dana 
GCF ini dapat menjadi peluang untuk mendorong pengakuan dan penguatan hak Masyarakat 
Adat dan lokal dalam mencapai komitmen iklim Indonesia. Dana GCF ini hendaknya betul-betul 
diprioritaskan untuk menurunkan deforestasi dan degradasi di tingkat tapak lewat penguatan 
Perhutanan Sosial dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Kedua inisiatif ini dapat memperkuat 
hak tenurial masyarakat adat dan lokal serta berkontribusi pada pengurangan deforestasi dan 
degradasi hutan apabila dijalankan dengan baik berdasarkan pelibatan aktif para pemangku 
kepentingan. 
  
Demikian disampaikan oleh Muhammad Teguh Surya, Direktur Eksekutif Yayasan Madani 
Berkelanjutan berkaitan Sidang Dewan Green Climate Fund (GCF) yang menyetujui proposal 
pembayaran berbasis hasil REDD+ Indonesia sebesar USD 103,8 juta. Proposal yang diajukan 
pemerintah Indonesia menyajikan hasil kinerja REDD+ Indonesia untuk periode 2014-2016 
dengan volume pengurangan emisi sekitar 20,3 juta ton karbon dioksida ekuivalen. 
  
“Kami menyambut baik bahwa dana yang diterima oleh Pemerintah Indonesia akan digunakan 
sesuai arahan Presiden untuk pemulihan lingkungan berbasis masyarakat. Untuk itu, 
implementasi program dan penyaluran dana ini harus benar-benar transparan dan program-
program prioritas yang akan dijalankan harus dikonsultasikan secara luas dengan elemen 
organisasi masyarakat adat dan lokal serta masyarakat sipil,” kata Teguh. 
  
“Agar penyaluran dana betul-betul tepat sasaran, perlu dibentuk segera organ multi pemangku 
kepentingan dalam kelembagaan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dengan 
perwakilan organisasi masyarakat adat dan lokal serta organisasi masyarakat sipil. Selain itu, 
perlu ada kejelasan soal peran dan tanggung jawab kelembagaan program yang akan mengelola 
dana yang diterima, terutama untuk memberdayakan BPDLH yang akan beroperasi tahun ini,” 
tambah Teguh. 
 
“Program prioritas yang didanai harus betul-betul untuk memulihkan lingkungan berbasis 
masyarakat, termasuk untuk percepatan dan penguatan perhutanan sosial dan pengakuan 
wilayah adat. Program perhutanan sosial dan penguatan KPH juga harus disinergikan dengan 
program adaptasi-mitigasi perubahan iklim, restorasi gambut, rehabilitasi lahan kritis, dan 
pengurangan deforestasi serta degradasi yang merupakan aksi utama mitigasi NDC di sektor 
kehutanan,” kata Anggalia Putri Permatasari, Manager Pengelolaan Pengetahuan Yayasan 
Madani Berkelanjutan. 
 
Untuk itu, pemerintah perlu memperkuat peran KPH di tingkat tapak dengan mandat dan sumber 
daya untuk menyelesaikan konflik tenurial dan memfasilitasi upaya pencegahan dan 



penyelesaian pelanggaran hak-hak masyarakat adat dan lokal, juga untuk menegakkan aturan 
terhadap perizinan kehutanan. 
  
Ada keprihatinan mendalam bahwa kemajuan pengakuan hutan dan wilayat adat sangat jauh 
dibandingkan dengan skema-skema perhutanan sosial lainnya. “Untuk mengakselerasi 
pencapaian perhutanan sosial dan pengakuan wilayah adat, pemerintah juga perlu melakukan 
harmonisasi segera antara Peta Indikatif Area Perhutanan Sosial (PIAPS) dan Peta Wilayah 
Masyarakat Adat serta dengan berbagai izin penggunaan atau pemanfaatan lahan lain terkait 
pembangunan,” tambah Anggalia Putri. 
 
Pemerintah juga harus lebih aktif mendorong disahkannya RUU Masyarakat Adat yang akan 
memberikan pengakuan formal terhadap Masyarakat Adat dan hak-haknya, termasuk hak atas 
sumber daya hutan. Karena selain merupakan kewajiban konstitusi, memperkuat hak atas tanah 
dan ketahanan tenurial masyarakat adat dan lokal adalah kondisi pemungkin yang harus 
diwujudkan agar Indonesia berhasil mengurangi deforestasi dan degradasi serta mencapai 
komitmen iklim. [ ] 
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